
BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  22  TAHUN  2011

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa usaha daerah merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang 
berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,  disamping 
itu  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sehingga 
perlu menjual benih/bibit atau sarana produksi lain yang berkualitas 
dibidang  pertanian,  peternakan,  perkebunan,  kehutanan,  kelautan 
dan perikanan dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan dapat 
terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat 
memungut retribusi dari hasil penjualan produksi usaha daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3888);

1



4. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  217,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4268);

6. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004   Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  4437),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan 
atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5145);
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13.Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2006  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG RETRIBUSI  PENJUALAN 
PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah.
5. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah untuk 
menghasilkan benih/bibit atau sarana produksi lain di bidang pertanian, 
peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan
6. Retribusi  Jasa Usaha adalah retribusi  atas jasa yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial  karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

3



8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan  menganut  prinsip-prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau  pemotong  retribusi 
tertentu.
10.Masa  Retribusi  adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa 
dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  retribusi  yang  telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah.
12.Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat 
SKRD,  adalah  surat  ketetapan retribusi  yang  menentukan  besarnya 
jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah Lebih Bayar,  yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi  karena jumlah kredit retribusi 
lebih  besar  daripada  retribusi  yang  terutang  atau  seharusnya  tidak 
terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan/atau  sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  daerah  dan 
retribusi  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan 
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  dan 
retribusi daerah.
16.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  untuk 
mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan bukti  itu  membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan  nama  Retribusi  penjualan  produksi  usaha  Daerah  dipungut 
retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah.

4



(2) Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, 
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah 
(BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok masyarakat yang 
memperoleh Produksi Usaha Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Kelompok Masyarakat yang 
menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Retribusi 
diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  Retribusi  atas  jasa  usaha 
penjualan  produksi  daerah,  termasuk  pemungut  atau  pemotong 
Retribusi.

(3) Dikecualikan  dari  Wajib  Retribusi  adalah  golongan  masyarakat 
miskin/tidak mampu.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria masyarakat miskin dan tata cara 
penyaluran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi  Penjualan  Produksi  Usaha  Daerah  digolongkan  sebagai 
Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat  Penggunaan  jasa  penjualan  produksi  usaha  daerah  diukur 
berdasarkan jenis uaha daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip  dan sasaran dalam penetapan besarnya  tarif  Retribusi  Jasa 
Usaha didasarkan pada tujuan untuk  memperoleh  keuntungan yang 
layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan  yang  diperoleh  apabila  pelayanan  jasa  usaha  tersebut 
dilakukan secara efisien.
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